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ABSTRACT

EVALUATIONS IMPLEMENTATION POLICY STANDARDS MINIMUM
SERVICE IN PRIMARY SCHOOL SEBATIK TENGAH

Saleh
Email : saleh.pupns@gmail.com
Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Implementation of Minimum Service Standards is an early stage by the
government to achieve the National Education Standards (NES). Given that the
existing elementary schools in border areas far from appropriate national standards
referred so it needs an effort to improve the condition. This study aims to find out
more about the implementation of government policy in the form of Minimum
Service Standards at Frontier Elementary School in the Sebatik Tengah. Methods are
data collection is by interview, observation and document study. Data analysis
techniques used in this research is a comparative descriptive method. Results
Evaluation of Minimum Service Standards Policy Implementation in Primary Schools
in the Frontier District of Sebatik Tengah Nunukan made by six categories of service
types. a) Standards and objectives of public policy that has not been measured
optimally, b) the resources both human resources, material resources still need to be
given attention and some improvements, c) in terms of communication and
coordination between relevant institutions still need strengthening and support
maximum d) the characteristics of the implementer e) the economic conditions in the
area of policy implementation f) implementer good attitude or disposition of the
implementers of the policy response. Implementation of Minimum Service Standards
for Basic Education in the Sebatik Tengah facing some obstacles. The first is the lack
of information received concerning Standar Pelayanan Minimum. Both are associated
with the limited funds managed. The third related to the amount and quality of human
resources (SDM). As a solution to the obstacles encountered in advanced study, it
would require an active government role in the socialization of SPM thoroughly to
help schools improve services that will affect the rise in quality and school
performance.

Keywords: Evaluation, Program, minimum service standards (SPM).
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ABSTRAK

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL PADA SEKOLAH DASAR DI DAERAH PERBATASAN
KECAMATAN SEBATIK TENGAH
Saleh
Email : saleh.pupns@gmail.com
Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Implementasi Standar Pelayanan Minimal merupakan tahap awal yang
dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Mengingat bahwa Sekolah Dasar yang ada di daerah perbatasan jauh dari standar
nasional yang layak sebagaimana dimaksud sehingga perlu suatu upaya untuk
memperbaiki kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih
mendalam tentang implementasi kebijakan pemerintah berupa Standar Pelayanan
Minimal Pada Sekolah Dasar di Daerah Perbatasan Kecamatan Sebatik Tengah.
Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan, dan studi
dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif komparatif. Hasil Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan
Minimal pada Sekolah Dasar di Daerah Perbatasan Kecamatan Sebatik Tengah
Kabupaten Nunukan dilakukan berdasarkan enam kategori jenis pelayanan. a)
Standar dan sasaran kebijakan publik yang belum terukur secara optimal, b) sumber
daya baik sumber daya manusia, sumber daya material masih perlu diberikan
perhatian dan beberapa pembenahan, c) dari segi komunikasi dan koordinasi antar
instansi yang terkait masih membutuhkan penguatan dan dukungan yang maksimal d)
karakteristik implementor ¢) kondisi perekonomian di wilayah implementasi
kebijakan f) sikap atau disposisi implementor baik dari respon implementor terhadap
kebijakan. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kecamatan
Sebatik Tengah menghadapi beberapa kendala. Yang pertama yaitu kurangnya
informasi yang diterima mengenai Standar Pelayanan Minimum . Kedua yaitu terkait
dengan keterbatasan dana yang dikelola. Ketiga terkait dengan jumlah dan kualitas
SDM. Sebagai solusi untuk kendala yang ditemui di sekoalh, maka diperlukan peran
aktif pemerintah dalam sosialisasi SPM secara menyeluruh untuk membantu sekolah
dalam meningkatkan pelayanannya yang akan berpengaruh pada meningkatknya
kualitas dan prestasi sekolah

Kata Kunci: Evaluasi, Program, Standar Pelayanan Minimal (SPM).
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
I. Deskripsi Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan atau Sekolah ada beberapa hal yang akan di bahas
antara lain: sejarah Satuan Pendidikan yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah.
Visi dan Misi Pendidikan di Kecamatan Sebatik Tengah, Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan, Peserta Didik dan Sarana Prasarana Pendidikan yang ada di
Kecamtan Sebatik Tengah.
a. Sejarah Satuan Pendidikan di Kecamatan Sebatik Tengah

Kecamatan Sebatik Tengah merupakan Kecamatan yang paling dekat
dengan perbatasan Malaysia terdiri dari Lima Desa. Dari kelima desa ada tiga
desa yang berbatasan langsung dengan wilayah Malayasia yaitu desa Aji Kuning,
desa Sei Limau dan Desa Kampung Loudres. Desa Aji Kuning yang menjadi
Pusat keramaian di kecamatan Sebatik Tengah dan juga tidak jauh dari lokasi
patok antara Malaysia dan Indonesia mimiliki dua sekolah dasar yaitu SDN 001
dan SDN 006, SDN 006 berlokasi sama dengan Sekolah Menengah Pertama dan
satu Sekolah Menengah Atas yang menjadi sekolah satu atap di desa Aji Kuning.
Di desa Sei Limau terdapat satu Sekolah Dasar yaitu SDN 004 dan terakhir desa
Loudres yang letaknya tidak Jauh dari desa Sei Limau juga memiliki satu
Sekolah Dasar yaitu SDN 005.

Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah mengalami

perubahan nama Sekolah sejak Kecamatan Sebatik dimekarkan menjadi lima
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kecamatan pada tanggal 10 Agustus 2011. sesuai dengan Surat Keputusan Bupati
Nunukan Nomor: 188.45/398/V1/2012 yaitu SDN 001 kecamatan Sebatik
Tengah dulunya SDN 005 kecamatan Sebatik Barat, SDN 004 kecamatan Sebatik
Tengah dulunya SDN 008 kecamatan Sebatik Barat, dan SDN 005 kecamatan
Sebatik Tengah dulunya bernama SDN 009 kecamatan Sebatik Barat.

Tabel 4. 1 Profile SDN 001 Sebatik Tengah

Visi Sekolah Misi Sekolah Tujuan Sekolah
Membina akhlak, | Menanamkan keyakinan/ | Dapat mengamalkan ajaran agama
meraih prestasi, | akidah melalui pengamalan | hasil proses pembelajaran dan
berwawasan ajaran agama kegiatan pembiasaan
global yang Mengoptimalkan proses Menguasai dasar-dasar ilmu
dilandasi nilai- pembelajaran dan pengetahuan dan teknologi sebagai
nilai budaya bimbingan bekal untuk melanjutkan ke sekolah
luhur sesuat yang lebih tinggi
dengan ajaran Mengembangkan Menjadi sekolah pelopor dan
agama pengetahuan dibidang penggerak lingkungan masyarakat

IPTEK, Olah Raga dan sekitar

seni budaya sesuai dengan
bakat, minat dan potensi

siswa
Menjalin kerjasama yang Menjadi sekolah yang diminati
harmonis antara warga masyarakat

sekolah dan lingkungan

b. Visi Misi Pendidikan di Kecamatan Sebatik Tengah

UPT PPDM Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Kecamatan Sebatik
Barat-Tengah yang wilayah kerjanya di kecamatan Sebatik Tengah mimiliki Visi
“Menjadikan Pendidikan yang Unggul dan Berbudi Luhur, Berbasis Kearifan
Lokal yang berlandaskan Pancasila di Wilayah Beranda Terdepan NKRI”, Misi
(1) Menumbuh Kembangkan semangat keunggulan secara intensif kepada
masyarakat peduli pendidikan (Pendidik, Peserta Didik, Dunia Usaha dan

Masyarakat, (2) Melaksanakan Bimbingan Kepada Sekolah secara aktif, kreatif,
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efektif sehingga sekolah mampu bersaing di tingkat Kabupaten, Provinsi dan
Tingkat Nasional, (3) Menjadikan lingkungan sekolah sebagai Sumber Belajar
dan tempat pelestarian lingkungan sehingga masyarakat ikut peduli terhadap
kelestarian alam sekitar, (4) Mendorong dan membantu sekolah agar mampu
berprestasi serta memiliki unggulan di bidang akademis/non akademis yang
berwawasan kebangsaan/cinta, (5) Memotifasi kepada semua komponen
penanggungjawab penyelenggara pendidikan agar lebih peduli dan berani
melakukan pembaharuan pendidikan demi kemajuan dan pengembangan sekolah
di perbatasan.
¢. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dalam hal ini Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Sebatik Tengah
sebanyak 68 baik PNS maupun Non PNS, dengan Guru yang berstatus PNS
sebanyak 40 Orang dan Non PNS Sebanyak 28 Orang. Dari 68 Orang Tenaga
Pendidik yang ada 52 orang sudah mimiliki standar kulifikasi Pendidikan Starata
satu (S1) dan 16 orang masih dalam proses pemenuhan kualifikasi starata satu.

Tabel 4.2. Jumlah Guru di SD Di Kecamatan Sebatik Tengah

No Sekolah Status Kepegawaian Pendidikan Sertifikasi Bidang studi
Guru terakhir
PNS | Non | Juml S1 Non Ya | Tidak | Guru | Guru
PN ah S1 Kelas | MAP
S EL
1. SDN 001 Sebatik Tengah 11 6 17 16 ] 3 10 13 4
2. SDN 002 Sebatik Tengah 8 2 10 7 3 1 9 6 4
3. SDN 003 Sebatik Tengah 6 4 10 8 2 0 0 6 4
4, SDN 004 Sebatik Tengah 6 4 10 9 1 2 8 6 4
3. SDN 005 Sebatik Tengah 4 7 11 7 4 ] 10 7 4
6. SDN 006 Sebatik Tengah 5 5 10 5 5 1 9 7 3
Jumlah 40 28 68 52 16 S 46 43 23

Sumber : Data yang diolah
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Berdasarkan data pada tabel di atas dari 68 guru yang ada, hanya 8 orang
guru yang sudah sertifikasi dan sisanya sebanyak 46 orang belum sertifikasi.
Sebanyak 45 orang guru mengajar sebagai guru kelas dan 23 orang mengajar
sebagai guru mata pelajaran seperti agama, pendidikan kewarganegaraan, dan
guru olahraga. Umumnya kepala sekolah yang mengajar yang dibekali jam
mengajar 6 jam mengajarkan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

d. Peserta Didik

Sekolah Dasar di Kecamatan Sebatik Tengah pada tahun ajaran 2015/2016
memiliki 44 ruangkelas dengan jumlah rombongan belajar 44 dan jumlah siswa
sebanyak 917 siswa.

Table 4.3. Data Peserta Didik Tahun Ajaran 2015/2016

No Sekolah Kelas Rombel
I | 11 v v VI

1 SDM 001 Sebatik Tengah 48 46 43 46 51 39 12
2 | SDN 002 Sebatik Tengah 19 19 15 17 14 18 6
3 SDN 003 Sebatik Tengah 16 24 14 I5 23 28 6
4 | SDN 004 Sebatik Tengah 22 18 19 17 18 17 6
5 SDN 005 Sebatik Tengah 25 23 34 29 20 39 7
6 SDN 006 Sebatik Tengah 17 18 42 18 17 29 7
Jumlah 147 148 167 142 143 170 44

Sumber : Data yang diolah
Dari tabel diatas jumlah siswa kelas I sebanyak 147 orang dengan jumlah

rombongan belajar sebanyak 7, kelas II jumlah siswa 148 dengan jumlah
rombongan belajar juga sebanyak 7, kelas 1lI dengan jumlah siswa sebanyak 167
dengan jumlah rombongan belajar yang lebih banyak yaitu 8, kelas IV jumlah
siswa 142 dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 7, kelas V jumlah siswa
143 dengan rombongan belajar 7 dan kelas VI jumlah siswa 170 dengan
rombongan belajar sebanyak 8.

¢. Sarana dan Prasarana
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Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah
dapat dikatakan masih jauh dari standar yang memadai. Meskipun jumlah kelas
sebanding dengan jumlah rombongan belajar yang ada. Namun, kondisinya sangat
memprihatinkan hal ini dikarenakan dari 44 ruang kelas yang ada cuma 6 yang
permanen dan sisanya 38 ruang kelas yang ada terbuat dari kayu yang sejak
Sekolah Dasar tersebut didirikan tahun 1983 masih belum ada perbaikan untuk di
jadikan ruang kelas permanen.

Setiap kelas dilengkapi dengan kursi meja Guru masing — masing I, untuk
kursi dan meja siswa juga masing — masing 1. Sedangkan sarana pendukung
lainnya di dalam ruangan kelas masih minim. Rata — rata meja dan kursi guru
maupun siswa terbuat dari kayu meski ada yang sudah menggunakan kursi plastik.

Hasil observasi dari salah satu sekolah dasar yang ada di kecamatan
sebatik tengah menunjukkan bahwa ketersedian buku teks siswa untuk bidang IPS
dan PKN juga masth belum memadai. Dari total jumlah siswa yang ada (kelas I-
[V) vaitu 273 orang siswa, jumlah buku IPS yang ada hanya 166 buku dengan
persentasi sebesar 60.80%, sedangkan jumlah buku PKN sebanyak 149 buku atau
hanya memenuhi kebutuhan 54.50 % siswa. Tidak jauh berbeda dengan hasil
observasi alat peraga [PA, yang tersedia di sekolah hanya globe sebanyak 3 buah,
peralatan optic sebanyak 1 buah, Kit IPA sebanyak 5 buah dan charta [PA
sebanyak 14 buah. Jadi total alat peraga yang ada di sekolah tersebut hanya

sebesar 19 alat dengan persentase 66,60%.
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B. Hasil Penelitian

Data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan kemudian dianalisis
secara deskriptif. Analisis deskriptif akan memudahkan pembaca untuk
memahami hasil penelitian.

1. Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pada

Sekolah Dasar Di Daerah Perbatasan Kecamatan Sebatik Tengah.

a) Policv Standards and objectives(standar dan sasaran kebijakan publik yang
terukur)

Berdasarkan hasil studi dokumen yang dilakukan pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Nunukan bahwa Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang
digunakan pada setiap sekolah dasar di kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten
Nunukan mengacu pada Permendikbud No 23 Tahun 2013 yang terdiri dari 13
indikator. Namun, penelitian ini dilakukan pada tingkat sekolah dasar, sehingga
indikator yang digunakan hanya sebanyak 12 indikator karena indikator
pencapaian No.2 merupakan pencapaian untuk jenjang SMP. Adapun indikator-
indikator pencapaian tersebut adalah sebagai berikut.

1.) Setiap SD/Ml menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan
kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa
Indonesia, Matematika, IPA, [PS, dan Pendidikan Kewarganegaraan,
dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;

2.) Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan
kelayakannya oleh pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan

perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
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3.) Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga JPA dan bahan yang terdiri
dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe),
contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta
IPA;

4.) Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,
dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku
referensi;

5.) Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan,
termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran,
menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan
melaksanakan tugas tambahan;

6.) Satuan pendidikan menyelenggaraxan proses pembelajaran sclama 34
minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut:

a. KelasI~1II: 18 jam per minggu;

b. KelasIII : 24 jam per minggu;

c. KelasIV - VI: 27 jam per minggu; atau
d. Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;

7.) Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan
(KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;

8.) Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang
disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;

9.) Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk

membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik:
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10.) Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik
kepada guru dua kali dalam setiap semester;

11.) Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta
hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir
semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;

12.) Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir
semester {UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir
(US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan
rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor
Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan

13.) Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS).

Hasil observasi yang dilakuan di SDN 005 sebatik tengah menunjukkan
persentase yang jauh lebih rendah dibandingkan SDN 001, dimana untuk
indikator pencapaian 1 (ketersediaan buku teks siswa) semua buku untuk mata
pelajaran mempkEroleh persentase yang sangat rendah dengan total rata-rata
sebesar 25.96% untuk ketersediaan buku teks. Pada indikator pencapaian 3 untuk
alat peraga IPA hanya mencapai persentase 33.30% dan untuk indikator
pencapaian 8 hanya memperoleh persentase sebesar 62.50%.

Hal yang cukup menggembirakan dari hasil observasi di SDN 004 Sebatik
Tengah yaitu jumlah buku teks siswa (indikator pencapaian 1) sudah sesuai
standar, yakni mencapai 100% atau dengan kata lain jumlah buku sudah sesuai
dengan jumlah siswa. Namun, untuk indikator pencapaian 3 hasil observasi

menunjukkan bahwa ketersediaan alat peraga IPA baru mencapai 50% dari total
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yang dibutuhkan. Tidak jauh berbeda dengan sekolah sebelumnya, untuk indikator
pencapaian 8 juga masih belum memenuhi standar dimana hasil observasi
menunjukkan bahwa belum ada guru yang berada pada kategori selalu
menerapkan RPP saat pembelajaran, mereka masih berada pada kategori sering
dan kadang menerapkan RPP dengan persentase sebesar 75%. Beberapa
permasalahan yang berhasil didata yaitu masalah buku dengan persentase
pencapaiannya hanya 68.96 %. Selain itu, kelengkapan alat KIT IPA juga sangat
kurang dan tergolong masih rendah karena hanya 16.65 % tingkat pencapaian
yang jauh berbanding dengan tingkat kesenjangan yang berkisar 83.35 %.
Beberapa kepala sekolah juga mengungkapkan bahwa kesesuaian pelaksanaan
kebijakan Standar Pelayanan Minimal dengan permendikbud No.23 Tahun 2016
masih belum maksimal. Selain faktor fasilitas yang masih kurang memadai, juga
lokasi sekolah yang jauh dari daerah tinggal peserta didik dan tenaga pendidik
(lebih dari 3 Km).

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara, sebagaimana yang
disampaikan oleh informan Sapto Hari, S.Pd.M.Pd selaku Kepala Bidang
Pendidkan Dasar Kabupaten Nunukan, sebagai berikut:

“pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal telah diupayakan
secara optimal. Namun demikian, masih ada beberapa faktor
penghambat yang menjadi kendala optimalisasi Standar Pelayanan
Minimal tersebut. Pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal
tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku sehingga dalam
tahap pengimplementasiannya tidak bertolak belakang dengan
peraturan yang ada. Beberapa sekolah yang ada di kecamatan sebatik
tengah sudah mengimplemtasikan kebijakan Standar Pelayanan
Minimal tersebut, namun sebagian lainnya masih dalam tahap
persiapan untuk melaksanakan kebijakan tersebut yang tidak lepas
dari pemberian pembinaan dengan harapan kebijakan Standar

Pelayanan Minimal dapat terlaksana secara optimal” (Wawancara,
April 2016)
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Wawancara juga dilakukan dengan informan Aman Soekino, S.Pd selaku
Pengawas Sekolah di wilayah sebatik tengah untuk memperoleh informasi
mengenai pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan hasil
wawancara yang dilakukan, diperoleh informasi:

“pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan
Minimal ini telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan
standar kepengawasan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab
kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal
adalah  kurangnya  fasilitas  yang  dimiliki oleh  pihak
sekolah.”(Wawancara, April 20106)

Hal senada pun diungkapkan oleh Armah, S.Pdselaku guru kelas SDN 001
Sebatik Tengah bahwa:

“masith ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
kebijakan Standar Pelayanan Minimal, seperti kurangnya persiapan

guru sebelum mengajar dan kurangnya buku pegangan yang dimiliki
oleh guru di sekolah.”.”(Wawancara, April 2016)

Hasil wawancara yang diperoleh dari berbagai pihak terkait memberikan
informasi bahwa standar kebijakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di
tingkat sekolah dasar kecamatan sebatik tengah masih belum memenuhi semua
standar kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud No 23 tahun 2013.
Terutama dari sisi kelengkapan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah yang masih
kurang, persiapan dan buku teks/pegangan vang dimiliki guru juga dianggap
masih kurang. Namun demikian,dari segi standar pelaksanaan proses
pembelajaran oleh tenaga pengajar rata-rata sudah memenui standar yang telah
ditentukan.

Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah buku teks untuk mata pelajaran IPS
dan PKN yang belum sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Data data SDN 001

sebatik tengah yang telah diobservasi, diketahui bahwa jumlah buku IPS hanya
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memenuhi kebutuhan 60.80% dari total siswa yang ada, sedangkan buku teks
PKN hanya memenuhi kebutuhan sekitar 54.50% dari total jumlah siswa yang
ada. Data guru dalam hal penerapan RPP juga menunjukkan bahwa belum ada
guru yang berada pada kategori selalu menerapkan RPP dalam pelaksanaan
pembelajaran. Kebanyakan guru masih berada pada kategori sering dan kadang-
kadang menerapkan ataupun menyiapkan RPP untuk kegiatan pembelajaran
dengan persentase sebesar 50%.

b) Resources and incentives(sumber daya baik sumber daya manusia, sumber

daya material maupun sumber daya metode)

Kualifikasi guru Sekolah Dasar di Kecamatan Sebatik Tengah sudah
cukup memadai. Terbukti dengan jumlah guru sekolah dasar sebanyak 68 baik
PNS maupun Non PNS, dengan guru yang berstatus PNS sebanyak 40 orang dan
Non PNS sebanyak 28 orang. Dari 68 orang guru yang ada 52 orang sudah
mimiliki standar kulifikasi pendidikan strata satu (S1) dan 16 orang masin dalam
proses pemenuhan kualifikasi starata satu.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan bahwa dari 68 guru
yang ada hanya 8 orang guru yang sudah sertifikasi dan sisanya sebanyak 46
orangbelum sertifikasi. Sebanyak 45 orang guru mengajar sebagai guru kelas dan
23 orang mengajar sebagai guru mata pelajaran seperti agama, pendidikan
kewarganegaraan, dan guru olahraga. Umumnya Kepala Sekolah yang mengajar
yang dibekali jam mengajar 6 jam mengajar mata pelajaran pendidikan
kewarganegaraan.Dalam melakukan implementasi kebijakan publik diperlukan

dukungan sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya material maupun
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sumber daya metode dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal yang sesuai
dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SDN 001 sebatik tengah
menunjukkan bahwa untuk indikator pencapaian 8 sekolah tersebut belum
memenuhi standar pelayanan minimal. Dimana persentase yang diperoleh untuk
indikator 8 hanya sebesar 50%. Tidak jauh berbeda dengan indikator pencapaian 9
tentang program penialain yang dilakukan oleh guru, hasil observasi menunjukkan
bahwa dari total 11 orang guru yang ada di sekolah tersebut, hanya 50.80% yang
menerapkan program penilaian sesuai standar.

Data untuk indikator pencapaian 8 yang diperoleh dari SDN 005 Sebatik
Tengah juga menunjukkan bahwa sekolah tersebut belum memenuhi standar
pelayanan minimal. Dimana dari 4 orang guru yang didata, belum ada yang
berada pada kategori selalu menerapkan RPP untuk PBM. Persentases yang
diperoleh untu indikator 8 hanya sebesar 62.50%. sedangkan untuk indikator
pencapaian 9, sekolah ini sudah memenuhi standar pelayanan minimal untuk
kategori program penialaian yang sudah mencapai persentase 100%.

Data hasil observasi di SDN 004 Sebatik Tengah untuk indikator
pencapaian 8 menunjukkan hasil yang sedikit lebih baik dari 2 sekolah
sebelumnya, meskipun belum memenuhi SPM. Persentase untuk indikator 8 yaitu
sebesar 75%. Tidak jauh berbeda dengan indikator 9, persentase yang diperoleh
juga masih dibawah standar yaitu sebesar 80%. Sehingga dapat dikatakan bahwa
sekolah ini belum memenuhi SPM.

Hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Kabupaten Nunukan Bapak Sapto Hari, S.Pd., M.Pd diketahui bahwa:
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“mutu sumber daya manusia pada beberapa seolah di kecamatan
sebatik tengah masih perlu ditingkatkan, sarana maupun prasarana di
sekolah juga masih berada pada kategori kurang. Terbukti dengan
masih banyaknya guru yang belum tersertifikasi, dimana dari total
guru sekolah dasar di kecamatan sebatik tengah yaitu 54 orang guru,
85.18% belum tersertifikasi. Demikian halnya dengan ruang kelas
yang ada, dimana dari total 44 ruang kelas hanya 6 (13.63%) yang
permanen dan sisanya 38 ruang kelas yang ada terbuat dari kayu”.
(Wawancara, April 2016)
Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Aman Soekino,
S.Pd Selaku Pengawas Sekolah di Kecamatan Sebatik Tengah yang
mengungkapkan, sebagai berikut:

“jumlah guru dan fasilitas di beberapa sekolah masih jauh dari kata
memadai”. (Wawancara, April 2016)

Pernyataan ini diperkuat oleh informan triangulasi Bapak Dus Munif, S.IP
selaku Kepala SDN 004 Sebatik Tengah sebagai berikut;

“kendala yang ditemukan di sekolah, seperti kurangnya kesiapan guru
dalam mengajar dan menyediakan perangkat pembelajaran serta
kurangnya sarana dan prasarana (ruang kelas, kursi/meja guru dan
siswa)yang ada di sekolah.”(Wawancara, April 2016)

Dari uraian data hasil wawancara, dan dokumentasi observasi yang
diperoleh melalui beberapa pihak terkait, terlihat bahwa dalam hal sumber daya
manusia, material dan metode masih perlu diberikan perhatian dan beberapa
pembenahan. Mengingat bahwa terlaksananya kebijakan Standar Pelayanan
Minimal harus dimiliki oleh setiap satuan pendidikan, dalam hal ini adalah
Sekolah Dasar.

c) [Inter-organizational communication enforcement activities(komunikasi dan
kordinasi yang baik antar instansi terkait.).

Dalam melakukan implementasi kebijakan, diperlukan komunikasi dan

koordinasi yang baik antar instansi terkait. Untuk mencari solusi dalam
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permasalahan yang di alami dalam proses Pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimalpendidikan dasar hal ini dilihat dari 6 jenis pelayanan yang terdiri dari (1)
sarana dan prasarana, (2) pendidik dan tenaga kependidikan, (3) kurikulum, (4)
penilaian pendidikan, (5) penjaminan mutu dan, (6) manajemen sekolah.

Berdasarkan hasil observasi, diperoleh informasi bahwa beberapa masalah
yang menjadi sorotan di SDN 001 Sebatik Tengah selain dari yang dipaparkan
sebelumnya adalah kegiatan supervisi (indikator 10) yang dilakukan oleh kepala
sekolah hanya dilakukan di awal semester, schingga capaian persentasenya hanya
sebesar 50%. Indikator yang berada jauh dibawah standar adalah indikator 11
tentang laporan hasil prestasi belajar peserta didik yang hanya kadang-kadang
bahkan jarang dilakukan oleh semua guru di sekolah tersebut, sehingga capaian
persentasenya hanyva sebesar 2.20%.

Hal yang sama ditemui di SDN 005 sebatik tengah, dimana supervisi yang
dilakukan oleh kepala sekolah hanya pada awal semester saja, dengan persentase
pencapaian sebesar 350%. Pencapaian indikator 11 di sekolah ini lebih baik
dibandingkan dengan SDN 001 sebatik tengah, dimana guru-guru sebagian besar
sudah sering melaporkan hasil prestasi belajar peserta didik sehingga persentase
pencapaian untuk indikator 11 yaitu sebesar 86.70%.

Perolehan data persentase untuk indikator pencapaian 10 di SDN 004
Sebatik Tengah juga hanya sebesar 50% atau dengan kata lain kepala sekolah
hanya melakukan supervisi di tiap awal semester. Namun, pencapaian untuk
indikator 1 tentang laporan hasil prestasi belajar peserta didik sudah lebih baik
dibandingkan sekolah sebelumnya meskipun belum memenuhi SPM, yaitu

sebesar 93%. Kendala-kendala dari beberapa sekolah tersebut yang perlu
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mendapat perhatian dari dinas terkait demi mengoptimalkan pelaksanaan
kebijakan SPM di kecamatan sebatik tengah.

Data di atas didukung dengan hasil wawancara yang diperoleh dengan
beberapa pihak terkait seperti kepala bidang pendidikan dasar kabupaten
Nunukan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah maupun para Guru dapat diketahui
sebagai berikut:

“dinas pendidikan sudah memberikan dukungan dan pembinaan pada
beberapa sekolah. Masalah yang ditemui di lapangan berdasarkan
hasil evaluasi dari pengawas sekolah kemudian di berikan ke dinas
pendidikan baik itu dalam bentuk laporan ataupun komunikasi
persuasif. Pihak sekolah pun merasa bahwa respon yang diberikan
oleh dinas pendidikan di kabupaten Nununkan sudah cukup baik.”
(Wawancara, April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumen tersebut,
maka sekolah dasar yang berada di Kecamatan Sebatik Tengah memang masih
membutuhkan penguatan dan dukungan yang maksimal dari pihak yang
bersangkutan dalam upaya meminimalisasi hambatan yang muncul sechubungan
dengan pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal
d) Characteristic of the implementing agencies (karakteristik impelementator

yaitu struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi
dalam birokrasi)

Agar implementasi kebijakan dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan sejak awal, sesuai dengan standar Pelayanan Minimal Sekolah
Dasar di Tingkat Kabupaten/Kota.Dalam hal ini diperlukan adanva keterpautan
dan dukungan antarberbagai institusi pelaksana. Hasil wawancara yang diperoleh

bahwa partsispasi aktif sekolah sangatlah penting dalam terlaksananya kebijakan

SPM tersebut. Namun, masih saja ada sekolah yang abai akan kebijakan tersebut.
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Terbukti dengan adanya indikator pencapaian yang tidak memenuhi standar

seperti indikator 1 dan 3 tentang saran dan prasaran, indikator 8 tentang

penerapan RPP oleh guru, indikator 9 tentang program penilaian guru, indikator

10 tentang supervisi oleh kepala sekolah, dan indikator 11 tentang laporan hasil

prestasi belajar peserta didik. Hal tersebut rata-rata menjadi kendala di beberapa

sekolah dasar di Kecamatan Sebatik Tengah.

e) Economic, social and political condition(kondisi perekonomian diwilayah
implementasi kebijakan, pengaruh kelompok-kelompok kepentingan dan
karakteristik para partisipan)

Tahapan ini mencakup kondisi perekonomian diwilayah implementasi
kebijjakan yang dapat mendukung implementasi kebijakan, kelompok-kelompok
kepentingan memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan, dan
karakteristik para partisipan yang menolak atau mendukung implementasi
kebijakan yang diterapkan di daerah perbatasan terhadap peningkatan pelayanan
pendidikan. Sehingga permasalahan yang ada bisa dicarikan solusi dari pemangku
kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan di
Kabupaten Nunukan yaitu Bapak Akhmad, S.IP.,M.AP menyatakan sebagai
berikut:

“mereka telah memberikan dukungan pada sekolah dasar untuk
mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal
pendidikan dasar dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
Peranan pengawas sekolah pun dalam kegiatan evaluasi baik dari segi
sarana maupun prasarana memberikan sumbangsi besar dalam
terwujudnya Standar Pelayanan Minimal. Namun, seperti yang
diungkapkan oleh beberapa guru dan kepala sekolah bahwa faktor
sarana, prasarana, dan masalah ekonomi menjadi hambatan dalam

optimalisasi pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal di
kecamatan Sebatik Tengah.”. (Wawancara, April 2016)
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Permasalahan yang tidak pernah lepas dari sekolah yang ada di Kecamatan
Sebatik Tengah yaitu pada indikator 1 dan 3 yang sehubungan dengan sarana
prasarana. Dari hasil observasi di SDN 001 Sebatik Tengah menunjukkan bahwa
ketersediaan buku teks siswa belum sesuai dengan jumlah siswa, yaitu 273 siswa
masing-masing belum bisa memperoleh buku teks untuk mata pelajaran bahasa
Indonesia vang hanya berjumlah 258 buku (94.50%), buku IPA yang berjumlah
259 buku (94.80%), buku IPS yang hanya berjumlah 166 buku (60.80%), dan
buku PKN yang hanya berjumlah 149 buku (54.50%). Demikian halnya untuk
indikator pencapaian 3, hanya mencapai 66.60% dari total alat peraga IPA yang
dibutuhkan.

SDN 005 Sebatik Tengah juga tidak terlepas dari masalah kurangnya
sarana dan prasarana, khususnya pada indikator 1 dan 3. Dari 6 jumlah mata
pelajaran yang ada, jumlah semua buku mata pelajaran tersebut tidak sesuai
dengan jumlah siswa. Diketahui total 173 orang siswa, buku bahasa Indonesia
vang tersedia hanya 31 buku (17.90%), buku matematika sebanyak 43 buku
(24.80%). buku iPA sebanyak 60 buku (34.60%), buku IPS sebanyak 54 buku
(31.20%), dan buku PKN sebanyak 37 buu (21.30%).

Hasil observasi di SDN 004 Sebatik Tengah menunjukkan bahwa
indikator pencapaian 1 sudah memenuhi standar dengan persentase mencapai
100%., namun untuk indikator pencapaian 3 masih jauh dari kategori standar.
Masih banyak alat peraga IPA yang tidak tersedia di sekolah tersebut, seperti
model kerangka manusia, model tubuh manusia, dan contoh peralatan optic.
Adapun alat peraga yang tersedia jumlh masih sangat sedikit, sehingga persentase

untuk indikator pencapaian 3 hanya sebesar 50%.0lehnya itu, para pemangku
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kebijakan perlu benar-benar mengupayakan terlaksananya kebijakan Standar

Pelayanan Minimal melalui dukungan dan pemberian solusi untuk permasalahan

yang ada.

£y The disposition of implementer(sikap atau disposisi implementor baik dari
respon implementor terhadap kebijakan, kondisi dan i intensitas disposisi
implementor )

Kebijakan sikap atau disposisi implementor dibedakan menjadi 3 hal yaitu
respon implementor terhadap kebijakan, kondisi dan intensitas disposisi
implementor. Disposisi implementator diharapkan mampu melihat kondisi di
lapangan terkait hambatan dan masalah yang dialami untuk menerapkan
pelayanan yang maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seperti vang diungkapkan oleh Bapak Sapto Hari, S.Pd., M.Pd selaku
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Nunukan dari kegiatan wawancara
yang dilakukan peneliti diketahui sebagai berikut:

“pihak dinas pendidikan selalu memberikan dukungan postif kepada
sekolah-sekolah dalam pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan
Minimal. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara bahwa pihak
sekolah  mendapatkan  feedback untuk  permasalahan yang
dikomunikasikan kepada dinas pendidikan melalui hasil evaluasi dari
pengawas sekolah. Meskipun terkadang respon yang diberikan masih
tergolong lamban”.(Wawancara, April 2016)

Dalam hal ini, peran kepala sekolah sangat diperlua terutama dalam
kegiatan evaluasi di sekolah masing-masing. Evaluasi rutin yang dilakukan oleh
kepala sekolah diharapkan dapat mempermudah pengawas sekolah untuk mendata
kemajuan maupun hambatan vang dihadapi oleh sekolah. Namun, dari hasil

observasi yang dilakukan peneliti. pencapaian indikator 10 di SDN 001 hanya

sebesar 50%, di SDN 005 dan SDN 004 sebatik tengah juga hanya sebesar 50%.
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Hal tersebut menunjukkan bahwa kepala sekolah masih belum optimal melakukan
evaluasi di setiap semester.

Indikator Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Standar
yang diamanatkan oleh Permendikbud 23 Tahun 2016 diklasifikasikan dalam 6
Indikator Pencapaian (IP), yaitu: (1) sarana dan prasarana. (2) pendidik dan tenaga
kependidikan, (3) kurikulum, (4) penilaian pendidikan, (5) penjaminan mutu, dan
(6) manajemen sekolah.
1. Jenis Pelayanan dan Sarana Prasarana

Table 4.3. Pencapaian SPM berdasarkan Pelayanan Sarana dan Prasarana

Jenis Pelayanan Indikator Pencapaian Tingkat Tingkat Kesenjangan
Pencapaian
Sarana dan Indikator Pencapaian 1 68.96% 31.04%
Prasarana Indikator Pencapaian 3 16.65% 83.35%
Indikator Pencapaian 4 100% 0%
Rata — Rata 61.87 38.13%

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan data pada table 4.3 terlihat bahwa rata-rata pencapaian
Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Pelayanan Sarana dan Prasarana secara
keseluruhan sekitar mencapai 61.87% tingkat pencapaian dan 38.13% untuk
tingkat kesenjangan. Sehingga, pada jenis Pelayanan Sarana dan Prasarana masih
minim dan tergolong rendah. Karena target pencapaian minimal yaitu sebesar
95% dari Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasa- di kabupaten/kota belum

terpenuhi.



43030.pdf

82

Indikator Pencapaian 1 yang terkait masalah buku hanya sebesar 68.96%
untuk tingkat pencapaiannya. Padahal buku merupakan sarana yang sangat
penting dalam proses pembelajaran. Namun, fakta di lapangan menunjukan masih
kurangnya ketersediaan buku bagi sekolah di perbatasan khususnya sekolah dasar.

Sementara untuk Indikator Pencapaian 3 terkait kelengkapan alat KIT [PA
juga masih sangat kurang dan tergolong rendah yaitu hanya 6.65 % untuk tingkat
pencapain. Perolehan tersebut sangat jauh berbeda dengan tingkat kesenjangan
yang berkisar 83.35%. Kelengkapan alat KIT IPA diharapkan mampu menunjang
kegiatan yang terkadang membutuhkan objek pembelajaran yang mampu
merespon peserta didik untuk lebih memperluas wawasannya terkait pembelajaran
[PA yang sifatnya lebih kontekstual dan inkuri.

Berbeda halnya dengan perolehan persentase pada indikator pencapaian 4
yang menunjukan hasil maksimal. Berdasarkan data pada tabel 4.3 terkait
Indikator Pencapaian 4 tersebut, diketahui bahwa tingkat pencapaiannya sudah
memenuhi standar yang ada. Buku pengayaan dan referensi melebihi jumlah siswa
yang ada. Sehingga indikator pencapaiannya mencapai 100% dan indikator
kesenjangan 0%.

2. Jenis Pelayanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah Guru tetap Sekolah Dasar keseluruhan yang ada di Kecamatan
Sebatik Tengah berjumlah 40 orang dengan rata — rata mengajar 24 jam/minggu
dengan mengacu pada undang — undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen yang berbunyi “beban kerja guru paling sedikit 24 jam tatap muka dan
paling banyak 40 jam tatap muka dalam ! minggu tersebut bagian dari kerja

pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 jam kerja dalam seminggu™.
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Berdasarkan kurikulum KTSP yang digunakan, guru memulai jam
pelajaran sejak pukul 07.30 sampai dengan pukul 12.00 untuk hari senin sampai
kanis. Sementara untuk hari Juma’at Jam 07.30 untuk jam memulai pelajarannya
dan berakhir jam 11.00. Hari sabtu umumnya dimanfaatkan untuk kegiatan senam
dan kerja bakti.

Sebanyak 40 guru tetap masing—masing kebutuhan jam mengajarnya
terpenuhi dalam sistem kerja guru. Sehingga, Indikator Pencapaian mencapai
100% untuk jam kerja guru. Namun, untuk kualifikasi guru masih minim karena
dari 40 guru yang ada hanya 8 orang guru yang sudah lulus sertifikasi.
Berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 minimal 2 orang guru yang
sudah memenuhi standar yang ada.

3. Jenis Pelayanan Kurikulum

Tabel 4.4. Pencapaian SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan Kurikulum

Jenis Pelayanan Indikator Pencapaian Tingkat Tingkat Kesenjangan
Penca
paian
Kurikulum Indikator Pencapaian 6 100% 0%
Indikator Pencapaian 7 42% 58%
Indikator Pencapaian 8 63% 27%
B Rata — Rata 68.30% 31,70%

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan data pada tabel 4.4 diatas dikatahui bahwa indikator
pencapaian 6 pada jenis pelayanan sudah mencapai 100 % dengan tingkat
kesenjangan pencapaian 0%. Merujuk pada kalender pendidikan Kabupaten
Nunukan, banyaknya minggu efektif dalam proses pembelajaran semester |
sebanyak 22 minggu. Hal ini melebihi standar pemberlakuan yang ada di SPM

kabupaten/Kota yang di tentukan sebanyak 17 minggu dalam 1 semester.
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Setiap guru yangada di satuan pendidikan melaksanakan proses
pembelajaran menggunakan kurikulum KTPS. Meskipun sebelum melaksanakan
Kurikulum 2013 sejak tahun ajaran 2014/2015 namun hal ini di hentikan
sementara berdasarkan surat edaran pemberhentian sementara penggunaan
kurikulum 2013. Sehingga, satuan pendidikan kembali menggunakan kurikulum
KTPS. Persentase untuk Indikator pencapaian 7 sehubungan dengan pelaksanaan
KTSP yaitu sebesar 42% dan kesenjangan Pencapain yang jauh lebih besar yaitu
58%. Dari hasil wawancara peniliti dengan salah satu kepala Sekolah
mengungkapkan bahwa kurikulum KTSP pihak sekolah masih belum bisa
mengembangkan sendiri kurikulum tersebut. Hal ini di karenakan masih
minimnya pelatihan dan workshop yang difasilitasi oleh dinas terkait untuk
meningkatkan sumber daya guru dalam mengembangkan kurikulum sesaui
dengan kondisi sekolah. Monitoring tentang pelaksanaan Kurikulum KTSP pun
sangat jarang di lakukan oleh pengawas dan dinas terkait pada satuan pendidikan
untuk mengevaluasi proses penggunaan KTSP vang sesuai.

Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar di kecamatan Sebatik Tengah guru
yang malaksanakan proses pembelajaran jarang dan bahkan kadang — kadang
menerapkan Rencana Proses Pemebelajaran (RPP) di setiap jam pelajaran.
Kelengkapan RPP biasanya di sediakan guru ketika ada pemberkesan tentang
kenaikan pangkat maupun ada kunjungan dari pengawas Sekolah. Sehingga,
indikator pencapaian untuk indikator 8 ini sebesar 63 % dengan tingkat

kesenjangan 27 %.
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4. Jenis Pelayanan Penilaian Pendidikan
Table 4.5. Jenis Pelayanan Penilaian Pendidikan
Jenis Pelayanan Indikator Pencapaian | Tingkat Tingkat
Pencapaian Kesenjangan
Penilaian Indikator Pencapaian 9 77% 23%
Pendidilan
Rata — Rata 77% 23%

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan data padatabel 5 terkait Penilaian Pendidikan tingkat
pencapaian sebesar 77% dan tingkat kesenjangan sebesar 23 %. Indikator
pencapaian 9 berisikan tentang bagaimana guru mengembangkan dan menerapkan
program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta
didik. Dalam hal ini,peneliti memperoleh informasi mengenai penilaian
gurudalam menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) dalam proses
pembelajaran masih kurang. Dari data yang diolah.diketahui bahwa ada
beberapaguru yang sering menggunkan RPP, namun adapula yang kadang-kadang
tidak menerapkan RPP di setiap proses pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis
data, 23% guru tidak selalu menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (
RPP ) di setiap proses pembelajaran.
5. Jenis Pelayanan Penjamin Mutu

Table 4.6. Pelayanan Penjaminan Mutu

Jenis Pelayanan Indikator Pencapaian Tingkat Tingkat
Pencapaian Kesenjangan
Penjaminan Mutu Indikator Pencapaian 10 50% 50%
Indikator Pencapaian 11 61.30% 38.70%
Indikator Pencapaian 12 100% 0%
I Rata — Rata 70.43% 29.57%

Sumber : Data yang diolah
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Berdasarkan data pada tabel 6, indikator Pencapaian 10 memperoleh
tingkat pencapaian sebesar 50% dan tingkat kesenjangan juga sebesar 50%.Dalam
hal ini supervisi Kepala Sekolah dan umpan balik semester I dianggap masih
kurang. Dari hasil wawancara dengan salah satu kepala Sekolah diperoleh
keterangan bawah masih kurangnya supervisi dan umpan balik pada tiap semester
dikarenakan minimnya informasi terkait aturan supervisi kepala sekolah yang
dilaksanakan tiap semesternya.

Pada indikator pencapaian 11 berisikan tentang laporan hasil belajar oleh
masing—masing guru kepada Kepala Sekolah. Laporan belajar diserahkan kepada
Kepala Sekolah di setiap akhir semester. Berdasarkan data yang diperoleh 63 %
guru menyerahkan hasil belajar kepada Kepala Sekolah dan sekitar 37% guru
kadang-kadang menyerahkan hasil belajarnya.

Indikator Pencapaian 12 terkait masalah UAS, UKK, Rekapitulasi
UAS,UKK 100 % tingkat pencapaiannya dan 0 % untuk tingkat kesenjangan.
Laporan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dari Kepala Sekolah di serahkan kepada wali
murid dalam bentuk Rapor sebagai bahan evaluasi pembelajaran siswa di akhir
semester. Ujian Kenaikan Kelas (UKK) yang di lakukan oleh pihak sekolah
terhadap siswa juga di laporakan bersamaan dengan pembagian hasil ujian dari
Sekolah Kepada Wali murid.Rekapitulasi Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian
Kenaikan Kelas (UKK) pada indikator Pencapaian 12 terkait hasil belajar peserta
didik telah dilaksanakan dengan baik oleh pihal sekolah. Di akhir semester pihak
sekolah selalu menyerahkan hasil rekapitulasi Hasil Ujian Akhir Sekolah dan
Ujian Kenaikan Kelas (UKK) Kepada dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan

bidang Pendidikan Dasar.
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Berdasarkan hasil data yang diperoleh terkait indikator pencapaian 13

vang berkaitan dengan komite sekolah diketahui bahwa hampir setiap Sekolah

memiliki Komite Sekolah. Keterlibatan Komite Sekolah dalam Rencana Kerja

Tahunan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah dan laporan Pertanggung jawaban

Rencana Kerja Tahunan mencapai 100% dengan Tingkat Kesenjangan 0 %.

Table 4.7. Jenis Pelayan Managemen Sekolah

Jenis Pelayanan Indikator Pencapaian Tingkat Tingkat Kesenjangan T
Pencapai
an
Manajemen Sekolah Indikator Pencapaian 13 100% 0%
Rata — Rata 100% 0%

Sumber : Data yang diolah

Merujuk pada data hasil penelitian untuk 6 indikator pencapaian yang

telah dipaparkan sebelumnya, maka tingkat pencapaian pelaksanaan SPM sekolah

dasar di kecamatan sebatik tengah berdasarkan jenis pelayanannya dapat

digambarkan sebagai berikut:

L
|
I
i

100

50

Sumber : Data yang diolah

Gambar  4.1. Diagram

Tingkat  Pencapaian

® Tingkat Pencapaian
M Tingkat kesenjangan

Pelaksanaan SPM

SDKecamatanSebatik Tengah Berdasarkan JenisPelayanan
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Tingkat pencapaian tertinggi yaitu pada pelayanan manajemen sekolah
yang mencapal hingga 100% dengan tingkat kesenjangan 0 %. Diurutan kedua,
pendidik dan tenaga kependidikan dengan persentase sebesar 85.5% dan angka
kesenjangan 14.50%. Ketiga, penilaian pendidikan dengan angka pencapaian 77%
dengan tingkat kesenjangan 30%. Keempat, layanan penjaminan mutu dengan
persentase sebesar 70.43% untuk tingkat pencapaiannya dan 29.57 % untuk
tingkat kesenjangan. Kelima. sarana dan prasarana dengan angka pencapaian
sebesar 61.87% dan tingkat kesenjangan 38.13%. Diurutan keenam yaitu
pelayanan kurikulum dengan angka pencapaian 57.7 % dan tingkat kesenjangan
42.3 %. Rata-rata tingkat pencapaian pelaksanaan SPM sekolah dasar kecamatan
sebatik tengah sebesar 75.42% dengan tingkat kesenjangan sebesar 24.58%.
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SPM tersebut sudah cukup baik.

Tingkat pencapaian pelaksanaan SPM berdasarkan tiap-tiap Indikator

adalah sebagai berikut:
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Sumber : Data Yang Diolah

Gambar 4.2. BerdasarkanIndikator Pencapaian Tiap Indikator
Berdasarkan diagram tersebut, terlihat bahwa Sekolah Dasar yang ada di

Kecamatan Sebatik Tengah baru memenuhi 5 indikator pencapaian dan 6
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indikator pencapaian belum terpenuhi. Jika dirata — ratakan angka pencapaian 100
% dengan angka ketidak tercapaian ratanya 45.45 % SPM yang ada di Sekolah

Dasar pada Kecamatan Sebatik tengah masih tergolong tertinggal.

2. Kendala Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pada Sekolah Dasar
Di Daerah Perbatasaan Kecamatan Sebatik Tengah.

a. Sarana dan Prasarana

Jenis pelayanan sarana dan prasarana untuk sekolah dasar memuat 3
indikator, yaitu mengenai buku teks untuk pegangansiswa, alat peraga IPA serta
buku pengayaan dan buku referensi. Berdasarkan data yang telah
diperoleh,indikator 4 tentang jumlah buku pengayaan dan buku referensi sudah
sesuai dengan target SPM 100%. Indikator 1 terkait masalah buku teks siswa dan
guru masih kurang dan demikian halnya dengan indikator 3 yang juga masih
kurang. Padahal seperti yang diungkapkan oleh Khotimah (2015), keberadaan
buku teks yang memadai bagi siswa maupun guru sangat penting mengingat
begitu banyak fungsi daari buku teks tersebut. Masih menurut Khotimah
(2015),beberapa fungsi buku teks bagi siswa dan guru yaitu sebagai bahan
referensi/bahan rujukan, sebagai bahan evaluasi, alat bantu guru dalam
melaksanakan kurikulum, dan sebagai salah satu penentu metode atau teknik
pengajaran yang akan digunakan oleh guru.

Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar berdasarkan jenis pelayanan sarana
dan prasarana memenuhi indikator pencapaian sebesar 61.87 %. Pengadaan sarana

dan prasarana ini menggunakan anggaran ABPD Daerah Kabupaten Kota
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Nunukan dana BOS hanya 5 % yang digunakan dalam pengadaan buku teks untuk
siswa, buku pengayaan dan buku referensi dapat berjalan sesuai dengan SPM.

Indikator pencapaian 1 dan 3 merupakan penyebab tidak tercapainya SPM
Pendidikan Dasar dalam jenis pelayanan sarana dan prasarana. Indikator
Pencapaian 1 yang terkait masalah buku hanya 68.96 % pencapaiannya,sedangkan
untuk Indikator Pencapain 3 terkait kelengkapan alat KIT IPA hanya sebesar
16.65% tingkat pencapaiannya.Keterbatasan anggaran vang dimiliki sekolah
menjadi kendala dalam pemenuhan indikator pencapaian ini. Untuk pengadaan
sarana dan prasarana, Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah
mengandalkan Dana dari ABPD Kabupaten Kota. Meskipun ada bantuan dana
BOS dari pusat dan daerah, sekolah hanya menggunakannya untuk gaji
GTY/PTY, snack, makan, minum siswa dan guru, dan kelengkapan adminstrasi
lainnya (Juknis BOS, 2016).
b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jenis pelayanan ini hanya memuat 1 indikator saja yaituindikator
pencapaian 5 yang mengatur tentang waktu bekerja untuk guru tetap meliputi
kegiatan merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas
tambahan (Permendikbud No 23 Tahun 2013). Pencapaian untuk indikator ini
yakni sebesar 85.50%. Seluruh guru tetap Sekolah Dasar di Kecamatan Sebatik
Tengah sudah bekerja lebih dari 24 jam per minggu sehingga dalam indikator
pencapaian ini sudah memenuhi SPM. Jam kerja guru di mulai jam 07.30 sampai
dengan 12.00 dalam tatap muka. Namun, jika dilihat antara jumlah guru tetap

dengan rombongan belajar yang ada masih ada kesenjangan sekitar 14.50 %.
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Jumlah guru tetap masih kurang untuk memenuhi jam kerja yang ada untuk total
44 rombel. Meskipun guru tetap wajib turun untuk hadir setiap hari hingga proses
belajar mengajar selesai.

Kendala dalam pemenuhan Indikator 5 terletak pada rasio gurudengan
jumlah rombel sebesar14.50%. Adanya distribusi guru yang tidak merata dari
daerah yang sudah ramai ke daerah Kecamatan sebatik Tengah. Dimana kondisi
daerah Kecamatan Sebatik Tengah yang letaknya berada di perbatasaan dan juga
masih ada beberapa sekolah yang akses listriknya belum terpenuhi turut menjadi
kendala dalam pencapaian indikator 5 ini.

Adanya kebijakan tentang pendistribusian guru yang merata di Kabupaten
Nunukan atau dengan adanya penambahan jumlah guru untuk bisa memenuhi
pencapaian SPMsesuai dengan jumlah rombongan belajar dapat menjadi solusi
untuk permasalahan terkait dengan indikator pencapaian 5.

c.  Kurikulum

Ada 3 indikator pencapaian mengenai jenis pelayanan kurikulum.
Indikator pencapaian 6 mengenai waktu proses belajar mengajar, indikator
pencapaian 7 mengenai KTSP dan indikator pencapaian 8 mengenai RPP.
Berdasarkan jenis pelayanan kurikulum, Sekolah Dasar di Kecamatan Sebatik
Tengah telah memenuhi SPM untuk indikator pencapaian 6 mengenai
penyelenggaraan proses pembelajaran. Namun untuk indikator pencapaian
Indikator 7 mengenai KTSP dan Indikator 8 mengenai RPP belum memenuhi
SPM.

Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar berdasarkan jenis pelayanan

kurikulum memenuhi Indikator pencapaian sebesar 68.17 %. Penyelenggaraan

Kecamatan Sebatik Tengah merujuk pada kemungkinan ketiga yaitu bahwa hasil -
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proses pembelajaran sudah sesuai SPM baik dalam jumlah minggu per tahun
maupun jumlah jam per minggu. Penerapan KTSP belum sesuai dengan SPM.
Sekolah masih belum mengetahui cara pengembangan silabus KTSP, sehingga
melaksanakan dan memonitoring terhadap penerapan KTSP belum memenuhi
target. Kakanegi (2011) mengungkapkan bahwa silabus merupakan pokok utama
dalam suatu kegiatan pembelajaran. Salah satu manfaat dari silabus ini yaitu
sebagal pedoman bagl pengembangan pembelajaran lebih lanjut yaitu dalam
penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar
dan pengembangan sistem penilaian. Sehingga, apabila guru belum mampu
mengembangkan silabus, dalam hal ini silabus berbasis KTSP maka optimalisasi
dalam kegiatan dan pencapaian pembelajaran tidak akan memenuhi
standar.Menurut Siagian (2005) ada tiga kemungkinan yang ditemukan setelah
melakukan evaluasi yaitu kemungkinan pertama ialah bahwa hasil yang nyatanya
dicapai melampaui target yang telah ditetapkan untuk tahap tersebut.
Kemungkinan kedua ialah bahwa hasil vang nyatanya dicapai sama dengan target
yang telah ditetapkan pada permulaan tahap tertentu itu. Kemungkinan ketiga
ialah bahwa hasil - hasil yang nyatanya dicapai lebih rendah dari hasil - hasil yang
mestinya dicapai. Artinya tidak seluruh target yang telah ditetapkan dicapai. Dari
hasil evaluasi pelayanan kurikulum yang dilakukan pada sekolah dasar di
Kecamatan Sebatik Tengah merujuk pada kemungkinan ketiga yaitu bahwa hasil -
hasil yang nyatanya dicapat lebih rendah dart hasil - hasil yang mestinya dicapai.
Pada pelaksanaan pelayanaan terkait kurikulum dari 3 Indikator
Pencapaian ada 2 Indikator Pencapaian yang belum memenuhi target pencapaian

100%. Indikator yang belum memenuhi standar pelayanan minimal adalah
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Indikator 7 dan Indikator 8. Pada indikator 7 terkait Dokumen KTSP,
mengembangakan KTSP, menerapkan dan melaksanakan monitoring KTSP masih
sangat kurang. Sekolah sebagaimana yang telah dijelaskan terkait pelaksanaan
KTSP sangat kurang informasi dan regulasi tentang bagaiamana mengembangkan
KTSP sesuai dengan kondisi Sekolah. Kurangnya monitoring tentang pelaksanaan
KTSP merupakan salah satu kendala yang dihadapi pihak sekolah.
Indikator 8 tentang penerapan RPP oleh guru pada saat proses belajar
mengajar masih sangat kurang. Dari hasil wawancara peneliti dengan guru SDN
004 Sebatik Tengah yaitu Ibu Hasnawati, S.Pd.SD diperoleh informasi
“bahwa guru sangat tersita waktunya dalam melaksanakan tugas
sebagai pendidik. Jumlah 24 jamn kerja yang diberlakukan semuanya
tersita untuk proses pembelajaran. Sehingga. waktu untuk penyusunan
perangkat mengajar seperti RPP menjadi kurang. Hasilnya guru jarang
sekali menyiapkan RPP pada saat proses belajar mengajar”.
(Wawancara, April 2010)

d. Penilaian Pendidikan

Indikator dalam jenis pelavanan penilaian hanya ada satuyaitu indikator
pencapaian 9 mengenai program penilaian vangdilakukan guru.Dalam indikator 9.
Sekolah Dasar di Keccamatan Sebatik Tengah belum memenuhi SPM karena
program penilaian yang dilakukanguru tidak selalu mengacu pada standar. Masih
banyak guru yang tidak mengembangkan standar Kompetensi Dasar pada Silabus
dan tidak menggunakan program penilaian yang sesual untuk meningkatkan
kemampuan siswa sehingga hasil pencapaian dalam indikator pencapaian 9 di
kisaran 77%.

Masih kurangnya kompetensi dan referensi guru dalam melakukan

penilaian terhadap kemapuan belajar siswa. Guru terlalu fokus pada aspek kognitif

dalam melakukan penilaian.
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e. Penjaminan Mutu

Jenis pelayanan penjaminan mutu pendidikan memuat 3 indikator.
Indikator pencapaian 10 mengenai supervisi kepala sekolah, indikator pencapaian
11 mengenai laporan hasil evaluasi mata pelajaran oleh guru dan indikator 12
mengenai laporan hasil ulangan oleh kepala sekolah. Berdasarkan jenis pelayanan
penjaminan mutu, Sekolah Dasar di Kecamatan Sebatik Tengah memenuhi SPM
untuk indikator pencapaian 12. Namun untuk indikator pencapaian 10 dan 11
belum memenuhi SPM.

Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar berdasarkan jenis pelayanan
penjaminan mutu memenuhi indikator pencapaian sebesar 72.43 %. Indikator 12
menyumbang nilai paling tinggi dalam ketercapaian SPM berdasarkan jenis
pelayanan penilaian pendidikan.

Kendala dalam pemenuhan target pencapaian pada penjaminan Mutu
terkait supervise Kepala sekolah yang hanya di lakukan satu kali dalam setahun.
Sedangakan aturan mewajibkan kepala Sekolah melakukan supervisi 2 kali dalam
setahun. Hal ini guna mengevaluasi kinerja Guru dalam pelaksanaan proses
pembelajaran.Laporan hasil belajar dan prestasi siswa seharusnya selalu di
laporakan, namun kenyataannya Guru masih jarang untuk melakukan pelaporan
hasil prestasi belajar siswa. Sehingga pada indicator pencapaian 11 hanya 61 %
angka pencapaiannya.Indikator 10 dan 11 merupakan indicator yang tedapat di
pelayanan penjaminan mutu menyumbangkan angka pencapaian yang masih
kurang. Untuk itu perlu adanya pengawasaan dan bimbingan yang di lakukan

pihak — pihak terkait untuk melakukan supervise kepada kepala sekolah.
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f.  Manajemen Sekolah

Indikator pencapaian pada pelayanan manajemen berbasis sekolah sudah
mencapai target standar Pencapaian 100%. Disemua Sekolah Dasar di Kecamatan
Sebatik Tengah sudah memiliki Komite sekolah. Sehingga, rancangan kerja
Tahunan yang di lakukan oleh kepala Sekolah selalu melihatkan Komite sekolah.
Kerja sama antara Pihak sekolah dan Komite sekolah dalam penyususnan Kerja
Sekolah di harapkan bisa lebih maksimal mungkin untuk bisa memenuhi target
SPM 100 %.

Dari data-data yang ditemukan diatas untuk meningkatkan standar
pelayanan minimal (SPM) di kecamatan sebatik diperlukan monitoring dan
evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus dari Dinas Pendidikan kabupaten
Nunukan, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah pendampingan dan
kerjasama dari pihak terkait dalam memenuhi SPM yang diinginkan diperlukan
kebijakan dari pemerintah untuk mendukung semua program yang direncanakan
dapat terlaksana dengan baik

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Sebatik Tengah menurut
beberapa indikator masih belum memenuhi SPM. Dari segi sarana dan prasarana,
SPMbelum terpenuhi dalam hal ketersediaan Buku teks untuk siswa dan guru dan
alat peraga IPA. Dari segikurikulum, SPM belum terpenuhi dalam hal
pelaksanaan RPP oleh guru,demikian halnya dari segi penilaian pendidikan.Dari
segipenjaminan mutu, SPM belum terpenuhi dalam hal supervisi kepalasekolah
dan laporan hasil penilaian.Sedangkan dari segi manajemensekolah, SPM belum

terpenuhi dalam hal Rencana Kerja Tahunan.
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Buku teks Siswa dan Guru yang pengadaannya dari dinas pendidikan sejak
diberlakukannya Kurikulum KTSP sampai sekarang masih belum ada pengadaan
buku teks lagi. Meskipun ada aturan dari penggunaan Dana Bantuan Operasional
Sekolah untuk masing Sekolah masih belum mampu memenuhi kebutuhan dalam
pengadaan buku. Sementara untuk alat KIT [PA umumnya yang ada hanya globe,
dan Poster. Kerangka Manusia dan Model Tubuh manusia sangat jarang terdapat
di ruang kelas. Buku teks dan alat KIT IPA tergolong mahal, sehingga pihak
sekolah tidak mampu untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dengan
mengandalkan hanya melalui dana BOS. Selama ini bantuan bukupembelajaran
untuk siswa dan guru menjadi kegiatan dari dinas pendidikan. Sekolah hanya bisa
menambah kekurangan yang ada dengan ketentuan dana BOS yang tersedia.
Karena penggunaan dana BOS untuk pembelian buku hanya 15 % dari pagu
anggaran sekolah. Sementara untuk alat KIT IPA sekolah hanya mengharapkan
bantuan baik sifatnya hibah maupun kegiatan pengadaan yang di lakukan oleh
dinas terkait. Aturan penggunaan dana BOS sangat terbatas untuk pemenenuhan
kebutuhan alat KIT IPA yang memadai (Juknis BOS, 2016).

Penerapan RPP di kalangan Guru masih sangat minim. Kesadaran akan
penerapan RPP di kalangan guru tidak ditunjangan dengan supervisi yang rutin
dari pengawas maupun pihak terkait. Sehingga kesadaraan akan pentingnya
penerapan RPP di setiap proses belajar sangat penting untuk pemetaan materi
pembelajaran sesuai dengan silabus. Beban kerja mengajar seyogya nya menjadi
alasan guru dalam menyusun dan membuat RPP sesuai dengan aturan yang ada.

Guru lebih mengedepankan aspek kognitif dalam proses pembelajaran.
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Program Penilaian Guru dalam mengembangkan instrumen sesuai dengan
silabus masih kurang dan ada yang tidak memahami sama sekali dalam
mengembangkan kompetensi dasar yang ada pada silabus. Sehingga, pada praktek
pelaksanaannya, penilaian tidak sesuai dengan rencana untuk peningkatan
kemampuan siswa yang meliputi aspek afektif, kognitif dan psikomotorik.

Supervisi Kepala Sekolah untuk mengevaluasi kinerja guru dalam
menylapkan perangkat mengajar hanya 1 (Satu) kali dalam setahun berdampak
pada hasil belajar peserta didik. Guru kadang bahkan jarang melaporkan hasil
belajar kepada Kepala Sekolah. Imbasnya hasil belajar maupun prestasi siswa juga

menurun.

C. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pada
Sekolah Dasar Di Daerah Perbatasan Kecamatan Sebatik Tengah.

a. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009,
Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau. dan terukur. Menurut Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 65 Tahun 2005, Standar pelayanan
mengatur aspek input (masukan),process (proses). output (hasil) dan/atau manfaat.
Input penting untuk distandarisasi karena kuantitas dan kualitas dari input

pelayanan berbeda-beda antar daerah. Hal ini sering menyebabkan ketimpangan
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antar daerah. Standar proses pelayanan juga penting untuk diatur.Standar proses
dirumuskan untuk menjamin pelayanan publik di daerah memenuhi prinsip-
prinsip  penyelenggaraan. Menurut Dwiyanto  (2010),  prinsip-prinsip
penyelenggaraan layanan meliputi transparan, non-partisipan, efisien dan
akuntabel. Standar output pelayanan sangat penting diatur. Standar output dapat
digunakan untuk menilai apakah sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan
atau belum. Penentuan standar output harus memperhatikan tujuan dan nilai yang
ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan layanan dan jugakapasitas yang dimiliki
setiap daerah.

Salah satu aspek yang menjadi bahan pertimbangan para orang tua dan
menjadi hal diperhatikan oleh sekolah yakni dari segi pelayanan. Ada beberapa
peraturan yang mengatur mengenai berbagai pelayanan dar: sekolah, salah satu
peraturan yang mengatur dalam hal pelayanan minimal yang diberikan sekolah
yakni Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar yang tercantum dalam
Permendiknas No. 23 Tahun 2013. Berdasarkan PP 65/2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM adalah ketentuan
mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah
yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.Penerapan SPM
dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan
ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. SPM ini merupakan konsep
manajemen mutu level satu yakni memenuhi standar. Setiap sekolah harus

memenuhi standar pelayanan minimal yang diberikan kepada masyarakat.
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SPM sebagai salah satu kebijakan yang diusung oleh pemerintah dijadikan
sebagai patokan pelayanan secara minimal yang dapat digunakan sebagai acuan
dan harus dipenuhi oleh penyelenggara baik aspek input, proses dan output.
Evaluasi pelaksanaan SPM di kecamatan sebatik tengah mengacu pada evaluasi
model ketimpangan/kesenjangan (The Discrepancy Evaluation Model). Hasil
evaluasi ini dapat menunjukkan kesenjangan yang terjadi antara kebijakan yang
diterapkan dengan pelaksanaan di lapangan. Tahapan yang dilakukan untuk
memperoleh data tersebut yakni (a) mengembangkan suatu desain dan standar-
standar yang menspesifikasi karaktekteristik implementasi ideal dari objek
evaluasi; (b) merencanakan evaluasi menggunakan model evaluasi discrepancy;
dengan menentukan informasi yang diperlukan untuk membandingkan
implementasi yang sesungguhnya dengan standar kinerja objek yang dievaluasi;
(c) menjaring kinerja objek evaluasi meliputi pelaksanaan program,hasil-hasil
kuantitatif dan kualitatif; (d) mengidentifikasi ketimpangan-ketimpangan antara
standar dengan hasil pelaksanaan objek evaluasi yang sesungguhnya dan
menentukan rasio ketimpangan; (e¢) menentukan penyebab ketimpangan antara
standar dengan kinerja objek evaluasi; dan (f) menghilangkan ketimpangan
dengan membuat perubahan—perubahanterhadap implementasi objek evaluasi
(Wirawan, 2011).

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di
Kecamatan Sebatik Tengah yang merupakan Daerah Perbatasan Indonesia dengan
Negara Malaysia berdasarkan jenis pelayanan terlihat bahwa sebagian besar
perbandingan tingkat pencapaian dengan tingkat kesenjangan lebih besar tingkat

pencapaian. Tingkat pencapaian tertinggi managemen Sekolah 100 % dengan
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Tingkat kesenjangan 0 %. Kedua Pendidik dan Tenaga kependidikan dengan
angka Presentasi 85.5 % dengan angka Kesenjangan 14.50 %. Ketiga Penilaian
Pendidikan dengan angka Pencapaian 77 % dengan tingkat kesenjangan 30 %.
Keempat Penjaminan Mutu 70.43 % tingkat Pencapaiannya dan 29.57 % Tingkat
Kesenjangan. Kelima, sarana dan prasana dengan angka pecapaian 61.87 %
dengan tingkat kesenjangan 38.13% dan yang Keenam adalah Kurikulum dengan
angka pencapaian 57.7 % dengan tingkat kesenjangan 42.3 %.

Berdasarkan penghitungan kesenjangan menurut Permendikbud No 23
Tahun 2013, kesenjangan disetiap sekolah dihitung dari selisih antara
ketercapaian IP (indikator pencapaian) oleh sekolah dengan standar
yang ditetapkan dalam SPM. Sekolah dapat memenuhi SPM apabila telah
memenuhi seluruh indikator pencapaian atau memperoleh nilai tingkat pencapaian
sebesar 100%. Oleh karena itu, kesenjangan Sekolah Dasar di Kecamatan Sebatik
Tengah pencapaian SPM sebesar 54.54 %. Sehingga perlu untuk mengatasi
kesenjangan tersebut perlu perencanaan yang baik dan pendampingan dari pihak
terkait untuk secara intensif agar meningkatan indikator pencapaian 100%.

Mengacu pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013, angka pencapaian
SPM tingkat Kabupaten/Kota akhir tahun 2014 sudah mencapai 100%. Namun,
kenyataannya masih banyak sekolah yang belum memenuhi target tersebut. Untuk
memenuhi target SPM 100 % di butuhkan peran serta semua stockholerder dalam
menyelesaikan permasalahan yang ada. Secara umum permasalahan yang
menghambat pencapaian SPM adalah kurangnya informasi dan pembinaan
tentang kebijakan publik yang telah dibuat, yaitu Standar Pelayanan Minimal di

satuan pendidikan. Pengertian kebijakan sering dan secara luas dipergunakan
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dalam kaitannya dengan tindakan - tindakan atau kegiatan - kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah, maka dapat dipahami apabila kebijakan seringkali
diberikan dalam makna sebagai tindakan politik, sebagaimana dinyatakan oleh
Dunn (2003) vyaitu: “Prsoses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas
intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat
politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan
dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang
diatur menurut aturan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi dan
penetapan kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan”. Minimnya
informasi mengenai kebijakan tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dan
pembinan yang menyeluruh dari pihak terkait. Saat melakukan wawancara dengan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak ada yang tahu tentang apa itu SPM
bahkan ada beberapa Kepala Sekolah yang tidak mengerti apa itu SPM.

Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu adanya sosialisasi mengenai
Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 Tentang SPM oleh Bupati selaku wakil
pemerintah daerah kepada Dinas Pendidikan kemudian dinas Pendidikan
menyampaikan kepada seluruh satuan Pendidikan. Setelah seluruh Satuan
Pendidikan mengetahui standar apa saja yang harus dipenuhi, sekolah akan lebih
memprioritaskan memenuhi SPM.

Kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah akan
mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Dengan adanya sarana dan prasarana
yang lengkap, peserta didik akan lebih mudah dalam memahami materi pelajaran
yang disampaikan guru. Oleh karena itu kemampuan mengelola sarana dan

prasarana sckolah harus dioptimalkan. Sekolah harus mampu menyusun skala



43030.pdf

102

prioritas dalam hal pengadaan sarana dan prasarana. Disamping buku mata
pelajaran maupun buku pengayaan, alat peraga IPA merupakan sarana yang harus
dimiliki sekolah.

Peningkatan kualitas SDM vyang dapat dilakukan pertama adalah
optimalisasi peran kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu menggerakkan
dan mendorong guru agar dapat meningkatkan kompetensinya. Untuk mengetahui
sejauh mana guru melaksanakan pembelajaran, kepala sekolah perlu melakukan
supervisi kelas. Hasil supervisi tersebut akan dapat diketahui kekurangan maupun
kelebihan guru, selanjutnya dapat dilakukan pembinaan dan tindak lanjut agar
kekurangan guru dapat diperbaiki dan kelebihan dapat dipertahankan. Dengan
adanya supervisi, guru akan lebih mempersiapkan proses pembelajaran yang akan
ditakukan sehingga kasus seperti di Sekolah Dasar dimana guru tidak
mempersiapkan RPP terlebih dahulu dan guru tidak menerapkan program

penilaian sesuai standar akan lebih berkurang.

2. Kendala Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pada Sekolah Dasar
Di Daerah Perbatasaan Kecamatan Sebatik Tengah Berdasarkan Jenis
Pelayanan

a. Sarana dan Prasarana

Jenis pelayanan sarana dan prasarana untuk sekolah dasar memuat 3
indikator, yaitu mengenai buku teks untuk pegangansiswa, alat peraga IPA serta
buku pengayaan dan buku referensi. Berdasarkan data yang telah
diperoleh,indikator 4 tentang jumlah buku pengayaan dan buku referensi sudah

sesuai dengan target SPM 100%. Indikator 1 terkait masalah buku teks siswa dan
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guru masih kurang dan demikian halnya dengan indikator 3 yang juga masih
kurang. Padahal seperti yang diungkapkan oleh Khotimah (2015), keberadaan
buku teks yang memadai bagi siswa maupun guru sangat penting mengingat
begitu banyak fungsi daari buku teks tersebut. Masih menurut Khotimah
(2015),beberapa fungsi buku teks bagi siswa dan guru yaitu sebagai bahan
referensi/bahan rujukan, sebagai bahan evaluasi, alat bantu guru dalam
melaksanakan kurikulum, dan sebagai salah satu penentu metode atau teknik
pengajaran yang akan digunakan oleh guru.Meskipun ada bantuan dana BOS dari
pusat dan daerah, sekolah hanya menggunakannya untuk gaji GTY/PTY, snack,
makan, minum siswa dan guru, dan kelengkapan adminstrasi lainnya (Juknis
BOS, 2016).

Prinsip kebijakan anggaran pendidikan semestinya mengikuti logika
demandside financing, dengan arti kata pemerintah menyediakan anggaran untuk
memenuhi target-target pemerataan dan kualitas pendidikan yang disepakati.
Kemudian anggaran pendidikan difokuskan kepada pencapaian tahapan
pembangunan pendidikan. Selain untuk memenuhi gaji guru, fokus kepada tiga
hal yaitu kualitas pendidik, infrastruktur dan memperbaiki kurikulum. Sementara
yang dianut di negara kita saat ini adalah supply side financing, dimana terlebih
dahulu disediakan anggaran, baru setelah itu disiapkan program dan proyek untuk
menghabiskannya (Herwin, 2012).

b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kendala dalam pemenuhan Indikator 5 terletak pada rasio guru dengan

jumlah rombel sebesar 14.50%. Adanya distribusi guru yang tidak merata dari

daerah yang sudah ramai ke daerah Kecamatan sebatik Tengah. Dimana kondisi
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daerah Kecamatan Sebatik Tengah yang letaknya berada di perbatasaan dan juga
masih ada beberapa sekolah yang akses listriknya belum terpenuhi turut menjadi
kendala dalam pencapaian indikator 5 ini.

Adanya kebijakan tentang pendistribusian guru yang merata di Kabupaten
Nunukan atau dengan adanya penambahan jumlah guru untuk bisa memenuhi
pencapaian SPM sesuai dengan jumlah rombongan belajar dapat menjadi solusi
untuk permasalahan terkait dengan indikator pencapaian 5.

c. Kurikulum

Penyelenggaraan proses pembelajaran sudah sesuai SPM baik dalam
jumlah minggu per tahun maupun jumlah jam per minggu. Penerapan KTSP
belum sesuai dengan SPM. Sekolah masih belum mengetahui cara pengembangan
silabus KTSP, sehingga melaksanakan dan memonitoring terhadap penerapan
KTSP belum memenuhi target. Kakanegi (2011) mengungkapkan bahwa silabus
merupakan pokok utama dalam suatu kegiatan pembelajaran. Salah satu manfaat
dari silabus ini yaitu sebagai pedoman bagi pengembangan pembelajaran lebih
lanjut yaitu dalam penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran,
penyediaan sumber belajar dan pengembangan sistem penilaian. Sehingga, apabila
guru belum mampu mengembangkan silabus, dalam hal ini silabus berbasis KTSP
maka optimalisasi dalam kegiatan dan pencapaian pembelajaran tidak akan
memenuhi standar.

Menurut Siagian (2005) ada tiga kemungkinan yang ditemukan setelah
melakukan evaluasi yaitu kemungkinan pertama ialah bahwa hasil yang nyatanya
dicapai melampaui target yang telah ditetapkan untuk tahap tersebut.

Kemungkinan kedua ialah bahwa hasil yang nyatanya dicapai sama dengan target
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yang telah ditetapkan pada permulaan tahap tertentu itu. Kemungkinan ketiga
ialah bahwa hasil - hasil yang nyatanya dicapai lebih rendah dari hasil - hasil yang
mestinya dicapai. Artinya tidak seluruh target yang telah ditetapkan dicapai. Dari
hasil evaluasi pelayanan kurikulum yang dilakukan pada sekolah dasar di
Kecamatan Sebatik Tengah merujuk pada kemungkinan ketiga yaitu bahwa hasil -
hasil yang nyatanya dicapai lebih rendah dari hasil - hasil vang mestinya dicapai.

Dalam undang-undang No 20 tentang sistem pendidikan nasional
dinyatakan bahwa “Pendidikan adalah wusaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.
Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan itu harus
disadari arti pentingnya, dan direncanakan secara sistematis, agar suasana belajar
dan proses pembelajaran berjalan secara optimal. Dengan terbentuknya suasana
dan proses pembelajaran tersebut, peserta didik akan aktif mengembangkan
potensi sesuai dengan bakat dan minatnya (Raharjo, 2012).

Berdasarkan angka kesenjangan pencapaian kurikulum untuk pelayanan
kurikulum pada indikator 7 dan 8, maka diharapkan pemerintah terkait dalam hal
ini dinas pendidikan kabupaten Nunukan gencar melakukan pendampingan,
sosialisasi dan pengawasan terkait proses pelayanan kurikulum di tingakat satuan
pendidikan dasar. Hal tersebut tida lain merupkan upaya perbaikan kompetensi

guru, terutama dalam pengembangan silabus dan RPP yang disesuaikan dengan
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kondisi sekolah masing-masing. Sehingga proses belajar mengajar yang
diterapkan akan lebih terarah dan bermakna, baik bagi guru maupun siswa.
d. Penilaian Pendidikan

Standar nasional pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang
berkaitan dengan mekanisme prosedur,dan instrument penilaian hasil belajar
peserta didik. Sedangkan penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan
pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.
Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan dengan
tujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk
meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran (BSNP, 2008).

Pandangan Erward IIl (dalam Indiahono, 2009), implementasi kebijakan
dalam hal pelaksanaan kebijakan SPM dapat dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu: (1)
komunikasi, dimana keberhasilan implementasi kebijakan mengharuskan
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa tujuan dan sasaran
kebijakan; (2) sumberdaya, dimana implementasi kebijakan tidak akan berjalan
dengan efektif apabila implementor kekurangan sumber daya baik sumberdaya
manusia maupun sumber daya finansial; (3) disposisi adalah watak atau
karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan
sifat demokratik. Implementor harus memiliki disposisi yang baik agar dapat
menjalankan kebijakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat
kebijakan; dan (4) struktur birokrasi, dimana struktur birokrasi yang panjang akan
cenderung melemahkan pengawasan dan akan menyebabkan aktivitas organisasi

tidak fleksibel.
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Bloom dalam Arikunto (2009) menyatakan bahwa ada tiga macam tingkah
laku yang hendaknya tertuang dalam proses belajar mengajar dan selalu dapat
terukur. Tingkah laku atau domain tersebut meliputi domain kognitif, afektif dan
psikomotorik. Sehingga aspek lain seperti aspek afektif dan psikomotorik pun
harusnya tidak diabaikan dalam proses penilaian.

Guru harus menyusun rancangan penilaian yang meliputi pedoman
penilaian, criteria ketuntasan hasil belajar, rubrik penilaian. Guru juga harus
menyusun instrumen penilaian dengan langkah-langkah yang tepat seperti
pembuatan kisi-kisi, melakukan analisis kesesuaian penilaian dengan kompetensi
yang diukur, menggunakan teknik penilaian yang tepat dan melakukan penilaian
sikap. Ada 9 kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pendidik, yaitu (1)
menginformasikan silabus mata pelajaran; (2) mengembangkan indikator
pencapaian dan memilih teknik penilaian yang sesuai; (3) mengembangkan
instrumen dan pedoman penilaian yang sesuai; (4) melaksanakan tes, pengamatan,
penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan; (5) mengolah hasil penilaian:
((6) mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaaan peserta didik disertai balikan
yang mendidik; (7) memanfaatkan hasil penilaianuntuk perbaikan pembelajaran;
(8) melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada
pimpinan dalam bentuk jilai prestasi belajar; dan (9) melaporkan hasil penilaian
akhlak kepada guru pendidikan agama dan hasil penilaian kepribadian pada guru
pendidikan kewarganegaraan (BSNP, 2008).

e. Penjaminan Mutu
Meter dan Horn (dalam Dwiyanto Indiahono 2009) mengemukakan bahwa

implementasi kebijakan memerlukan dukungan dari sumberdaya baik sumberdaya
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manusia maupun non-manusia. Hubungan antar organisasi. Implementasi sebuah
program memerlukan dukungan, kerjasama dan koordinasi antar instansibagi
keberhasilan suatu program. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud
karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-
polah ubungan yang terjadi dalam organisasi.

Dalam peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan, salah satu standar pendidikan yang disebutkan adalah standar proses.
Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar
kompetensi lulusan. Adapun PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan dituangkan dalam Bab IV, yaitu mencakup aspek: (a) perencanaan
proses pembelajaran; (b) pelaksanaan proses pembelajaran; (¢) penilaian hasil
pembelajaran; dan (d) pengawasan proses pembelajaran. Kegiatan penilaian hasil
pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran ini sesuai dengan indikator
10. 11, dan 12 tentang penjaminan mutu. Dimana penilaian hasil belajar pada
jenjang pendidikan dasar menggunakan berbagai tenik penilaian sesuai dengan
kompetensi dasar yang dikuasai. Teknik penilaian dapat berupa tes tertulis,
observasi, tes praktek, dan penugasan. Sama halnya dengan pengawasan proses
pembelajaran yang hendaknya dilakukan oleh pihak sekolah, dalam hal ini kepala
sekolah. Kegiatan yang harus dilakukan meliputi pemantauan, supervisi, evluasi,
pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

f.  Manajemen Sekolah
Mazmanian dan Sabatier (dalam AG. Subarsono 2005) mengemukakan

tentang karakteristik kebijakan yang merupakan kemampuan kebijaksanaan untuk
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menstrukturkan proses implementasi dimana diperlukan adanya keterpautan dan
dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering
disebabkan kurangnya koordinasi antar instansi yang terlibat dalam
implementasinya.

Peningkatan kualitas pendidikan menuntut partisipasi dan pemberdayaan
seluruh komponen pendidikan dan penerapan konsep pendidikan sebagai suatu
sistem. Pendekatan peningkatan mutu pendidikan yang sesuai dengan paradigma
dan gagasan tersebut salah satunya adalah konsep School Based Management atau
manajemen berbasis sekolah. Peningkatan kualitas pendidikan sangat menekankan
pentingnya peranan sekolah sebagai pelaku dasar utama yang otonom, dan
peranan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan. Sekolah
perlu diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai
dengan kondisi lingkungan dan dan kebutuhan pelanggan. Sekolah sebagai
institusi otonom diberikan peluang untuk mengelola dalam proses koordinasi
untuk mencapal tujuan-tujuan pendidikan. Konsep pemikiran tersebut telah
mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu
yang berbasis sekolah tersebut (Ismail, 2008).

Karakteristik yang paling menonjol dalam konsep MBS adalah
pemberdayaan partisipasi para orang Tua dan Masyarakat. Sekolah memiliki
fungsi subsider, fungsi primer pendidikan ada pada orang Tua. Menurut Cheng
(1989) dalam Ismail (2008), ada dua bentuk pendekatan untuk mengajak orang
Tua dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pendidikan. Pertama, pendekatan
school based dengan cara mengajar orang Tua siswa datang kesekolah melalui

pertemuan-pertemuan, konferensi, diskusi guru orang Tua dan mengunjungi
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anaknya yang sedang belajar di sekolah. Kedua, pendekatan home based, yaitu
orang Tua membantu anaknya belajar dirumah dan guru berkunjung ke rumah.
Sedangkan. peran masyarakat bukan hanya dukungan finansial, tetapi juga dengan
menjaga dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan tertib serta
menjalankan kontrol sosial di sekolah. Peran tokoh-tokoh masyarakat dengan
jalan menjadi penggerak, informan dan penghubung, koordinator dan pengusul.
Dari1 data-data yang ditemukan diatas untuk meningkatkan standar
pelayanan minimal (SPM) di kecamatan sebatik diperlukan monitoring dan
evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus dari Dinas Pendidikan Kabupaten
Nunukan, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah pendampingan dan
kerjasama dari pihak terkait dalam memenuhi SPM yang diinginkan diperlukan
kebijakan dari pemerintah untuk mendukung semua program yang direncanakan
dapat terlaksana dengan baik. Dunn (2003:132) menyebutkan Kebijakan Publik
(Public Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan
kolekuf vang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak
bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Sehingga penerapan
suatu kebijakan perlu kerjasama dengan semua pihak untuk saling bersinergi,
dalam hal ini antara guru, Kepala Sekolah, UPTD, Masyarakat dan Dinas
pendidikan Kabupaten Nunukan dalam menerapkan kebijakanya untuk
meningkatkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kecamatan Sebatik.
Pendapat ini diperkuat oleh Islamy (2004: 106) Sifat kebijakan itu kompleks dan
saling tergantung, sehingga hanya sedikit kebijakan negara yang bersifat self-

executing atau dengan sendirinya dilaksanakan. Kebanyakan adalah bersifat non
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self-executing atau kebijakan tersebut perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh

berbagai pihak sehingga mempunyai dampak yang diharapkan.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

l.

Pelaksanaan Standar Pelavanan Minimal pada Sekolah Dasar di Daerah

Perbatasaan Kecamatan Sebatik Tengah sebagai berikut:

a.

b.

Standar dan sasaran kebijakan publik yang belum terukur secara optimal.
Sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya material maupun
sumber daya metode cukup memadai dan masih perlu diberikan perhatian
dan beberapa pembenahan

Komunikasi dan koordinasi antarinstansi yang terkait masih membutuhkan
penguatan dan dukungan yang maksimal dari pihak yang bersangkutan
dalam upaya meminimalisasi hambatan yang muncul sehubungan dengan |
pelaksanaan kebijakan SPM.

Karakteristik implementor, yaitu strutur birokrasi, norma-norma dan pola-
pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi masih perlu adanya
keterpautan dan dukungan antarberbagai institusi pelaksana.

Kondisi perekonomian di wilayah implementasi kebijakan, pengaruh
kelompok-kelompok kepentingan dan karakteristik para partisipan yaitu
masih membutuhkan penguatan dan dukungan yang maksimal dari pihak

yvang bersangkutan dan dari para pemangku kebijakan.
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. Sikap atau disposisi implementor baik dari respon implementor terhadap
kebijakan, kondisi dan intensitas disposisi implementor yaitu peran kepala
sekolah sangat diperlua terutama dalam kegiatan evaluasi di sekolah
masing-masing. Evaluasi rutin yang dilakukan oleh kepala sekolah
diharapkan dapat mempermudah pengawas sekolah untuk mendata
kemajuan maupun hambatan yang dihadapi oleh sekolah.

Kendala pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada Sekolah Dasar di

Daerah Perbatasaan Kecamatan Sebatik Tengah adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya informasi yang diterima pendidik dan tenaga kependidikan
mengenai SPM.

b. Keterbatasan dana yang dikelola oleh masing-masing sekolah.

¢. Jumlah dan kualitas SDM dimana Kepala Sekolah dan guru belum
melaksanakan perannya dengan optimal.

d. Pengelolaan Sekolah vang belum efektif dan efisien.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan terdapat beberapa hal yang perlu

diperhatikan agar sekolah dapat mencapai Standar Pelayanan Minimal, yaitu

sebagai berikut:

1.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus lebih bersinergi untuk
mensosialisasikan mengcnai SPM untuk mewujudkan RPJM Nasional Tahun
2014-2019 dimana seluruh sekolah di wilayah Indonesia dapat mencapai
SPM. Dengan sosialisasi SPM secara menyeluruh akan lebih membantu

sekolah dalam meningkatkan pelayanannya, baik secara langsung maupun
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tidak langsung akan berpengaruh pada meningkatnya kualitas dan prestasi
sekolah.

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar oleh Sekolah
Dasar di Kecamatan Sebatik Tengah dalam hal sarana dan prasarana sudah
baik. Sekolah sudah memiliki beberapa sarana penunjang pembelajaran,
namun masih belum lengkap. Karena pentingnya sarana penunjang
pembelajaran. pengadaan sarana penunjang lain yang belum dimiliki sekolah
sesuai dengan SPM dirasa perlu.

Pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Sebatik
Tengah telah bekerja dengan baik, sudah sesuai dengan jadwal dan melakukan
sesuai dengan standar. Namun kualitas Kepala Sekolah maupun guru harus
terus ditingkatkan. Kepala sekolah dan guru masih bekerja kurang optimal
dalam melaksankan tugas masing-masing. Kepala sekolah memiliki peranan
yang sangat penting dalam menggerakkan dan mendorong guru agar terus
meningkatkan kompetensinya.

Mengoptimalkan manajemen berbasis sekolah agar penyelenggaraan sekolah

dapat berjalan efektif dan efisien.
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Lampiran1 Pedoman wawancara mengenai Evaluasi Implementasi Kebijakan

(V')

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kecamatan Sebatik Tengah

. Apakah menurut Bapak/lbu sudah melaksanakan SPM sesuai dengan

permendikbud 23 Tahun 2013 Sekolah Bapak/Ibu ?

Jawab :

. Apakah menurut Bapak/Ibu standar penerapan SPM ini sudah memenuhi standar

kelayakan dan kepatutan untuk di laksanakan di Sekolah Bapak/Ibu ?

Jawab :

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait kemampuan Sekolah dalam menjalankan
SPM ini ?

Jawab :

Seperti apa kesiapan tenaga pengajar dalam menjalankan kebijakan pelaksanaan
sesuai dengan Standar pelayanan minimal ?

Jawab :

Bagaimana Bapak / [bu melihat norma dan pola hubungan yang terjadi dalam
penerapan kebijakan SPM ini ?

Jawab :

Adakah pengaruh kondisini ekonomi yang dapat mempengaruhi implementasi
Kebijakan SPM ini ?

Jawab :

Seperti apa Bapak/lbu melihat krateristik  pemangku kebijakan dalam
melaksankan kebijakan tersebut ?

Jawab ;
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12.

13.

14.
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Apakah dalam melaksanakan SPM ada masalah atau hambatan yang di alami ?
Jawab :
Seperti apa komunikasi yang terjadi selama ini dalam mengahadapi kendala

ataupun masalah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan SPM ?

. Apakah instansi terkait memberikan solusi jika ada persoalan dalam

melaksanakan SPM ? seperti apa bentuk solusi yang di berikan

. Bagaiaman bentuk pengawasan yang di lakukan terhadap pelaksanaan SPM di

wilayah pengawasan Bapak/Ibu ?

Jawab :

Apakah menurut Bapak/Ibu sudah sesuaikah dengan standard dan sasaran yang di
tentukan ?

Jawab :

Bagaimana Bapak/Ibu melihat kesiapan Sekolah dalam melaksanakan Kebijakan
SPM ?

Jawab :

Menurut Bapak / Ibu Guru sebagai tenaga Pengajar sudah mampu dan siap dalam
menerapkan Kebijakan SPM ?

Jawab :

. Bagaimana pembinaan yang di lakukan terkait Kebijakan SPM ?

Jawab :

. Apakah di lakukan evaluasi terhadap pencapain guru dalam menjalankan

Kebijakan SPM?

Jawab :
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Apakah dalam mengawas di sekolah yang melaksanakan Kebijakan SPM di
wilayah Bapak/Ibu ada permasalahan yang di temukan?

Jawab :

Seperti apa bentuk komunikasi yang di lakukan jika ada persoalan yang di
temukan di wilayah pengawasan bapak / [bu ?

Jawab :

Bagaimana bapak menilai pelaksanaan Kebijakan SPM secara Umum di
Kabupaten Nunukan dan Secara Khusus Di Kecamatan Sebatik Tengah ?

Jawab:

Menurut Bapak sudah sesuaikan arah Kebijakan yang di terapakan tersebut ?
Jawab:

Bagaimana menurut bapak kesiapan Sekolah dalam melaksanakan Kebijakan
tersebut 7

Jawab:

Apakah sarana dan media pembalajaran sudah memenuhi standar vang ada untuk
melaksanakan kebijkan tersebut ?

Jawab:

Bagaiamana pendekatan komunikasi yang ada dalam pemecahan permasalahn
yang ada selama kebijakan ini di laksanakan ?

Jawab:
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Lampiran 2 Pedoman Observasi dan Studi Dokumen
a. Undang —undang No 20 tahun 2003
b. Permendikbud 15 Tahun 2010
c. SuratKeputusan Mendiknas Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar
PelayananMinimal Pendidikan

d. Surat edaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di kabupaten Nunukan
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